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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan yang berlaku
pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1.

2.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6584);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021
tentang Tata Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan
Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT BADAN PENGATUR
JALAN TOL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

(1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa nilai
tambah pengelolaan layanan dana bergulir.

(2) Tarif atas Jenis penerimaan negara bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal
yang dihitung berdasarkan tingkat bunga penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk bank umum
ditambah 1% (satu persen) per tahun.

(3) Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan mengenai perhitungan piutang pokok,
nilai tambah, dan denda dalam rangka penyelesaian
piutang badan layanan umum bidang pendanaan
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Pasal 2
Ketentuan mengenai tata cara penentuan penerimaan negara
bukan pajak terutang, pemungutan penerimaan negara bukan
pajak, dan pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara
bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ASEP N. MULYANA



